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Abstract 
 
Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) indikator untuk menentukan mapan atau tidaknya 
kondisi suatu negara, yaitu kemampuan ekonomi, kestabilan politik, keamanan, dan sistem hukum 
yang baik (mulai dari tahap formulatif hingga kepada tahap implementasi, law in action). 
Pembangunan sistem hukum adalah sesuatu yang mutlak dalam mendukung pembangunan 
kemampuan ekonomi, kestabilan politik dan keamanan serta keamanan sosial budaya. Namun 
demikian pembangunan hukum yang dilaksanakan harus secara integral dengan pembangunan 
manusianya, karena fakta menunjukkan bahwa rusaknya mental, pengaruh faham materialisme, 
kebodohan, dan rendahnya rasa nasionalisme adalah faktor-faktor dominan yang inheren pada 
manusia dan mempunyai andil yang besar terhadap rusaknya hukum, misalnya dengan melakukan 
tindakan korupsi. Selanjutnya, khusus berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), perlu 
diupayakan pembangunan visi baru dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara 
progresif, karena tingkat tindak pidana korupsi yang luar biasa tingginya di Indonesia dan bahkan 
telah membudaya, tentunya menuntut adanya optimalisasi penegakan hukum pidana dengan cara 
yang luar biasa pula. Secara formulatif konseptual SPP sudah cukup baik, tetapi dari segi 
kontekstual-aplikatif, pelaksanaan hukum di lapangan masih sangat tidak memadai alias tidak 
progresif. 
 


